
 
 
 

 
 

KEPALA DESA TEMPEL 
KECAMATAN GATAK 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

 KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL 
NOMOR 990/ 28 /2021 

 
TENTANG 

 
PENUNJUKAN  SAUDARA MUKHSIN JABATAN KAUR UMUM DAN 

PERENCANAAN SEBAGAI BENDAHARAWAN DESA TEMPEL 
KECAMATAN GATAK 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

KEPALA DESA TEMPEL, 
 
Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 

Tahun 2008 Pasal 1 no 15 bahwa Bendahara adalah 

Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan 

desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;  

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas 

maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389),  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

 



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4587); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 127); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 

tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 128);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa 

dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129);  

 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 139); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 143); 

15. Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi Tata Kerja (Lembaran Desa Tempel 

Tahun 2017 Nomor 5); 

 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan :   
 
KESATU : Menunjuk Sdr. Mukhsin , Jabatan Kaur Umum dan 

Perencanaan sebagai Bendaharawan Desa Tempel Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
     Ditetapkan di Tempel 
     pada tanggal : 7 Januari 2021 
 
              KEPALA DESA TEMPEL 
 
 
            ttd 
 
      AGUS SRIMANTARA 

 
 
 
Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth : 

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo 

2. Camat Gatak di Gatak 

3. Ketua BPD Desa Tempel di Tempel 

4. Arsip 

 


